PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH y

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR

MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN

{Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 3483 K/12/MEM/2015, tanggal 31 Juli 2015}

MENTERI ENERG!I DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
2 ayal (4) dan Pasal 3 ayat {2) Peraturan Menteri En-
ergi dan Sumber Dava Mineral Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04
Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Jual
Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis
Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Rl Ta-
hun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Neg-
ara Rl Nomor 4152};

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 No-
mor 96, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
47486);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
{Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 124,
Tarnhahan Lembaran Negara Rl Nomor 4436) se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Rl Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4296);

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 ten-
tang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak {Lembaran Negara RI
Tahun 2014 Nomor 399);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tanggal 27 Oktober 2014;

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

eral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Bnergi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Rl Tahun 2010 No-
mor 552) sebagaimana telah dua kali diubah tera-
khir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sum-
ber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita
Negara Rl Tahun 2014 Nomor 17258);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan
Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita
Negara Rl Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaima-
na telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2015
(Berita Negara Rl Tahun 2015 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BA-
HAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

KESATU:

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetap-
kan sebagai berikut:

a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00
{dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN};

b. Minyak Solar {Gas Oil} sebesar Rp6.900,00
{enarn ribu sembilan ratus rupiah) sudah terma-
suk Pajak Pertambahan Nilai {PPN) dan Pajak Ba-
han Bakar Kendaraan Bermaotor (PBBKB).

KEDUA:
Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak
Khusus Penugasan untuk jenis Bensin {Gasoline) RON
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88 di titik serah, setiap liternya sebesar Rp7.300,00
{tujuh ribu tiga ratus rupiah} sudah termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} dan Pajak Bahan Bakar Kend-
araan Bermotor (PBBKB).

KETIGA:

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Min-
yak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus
Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke-
satu dan Diktum Kedua berlaku terhitung mulai tang-
gal 1 Agustus 2015 pukul 00.00 WIB.

KEEMPAT :
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
td.
SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Presiden Republk Indonesia:

Wakil Presiden Republik Indonesia;
Menteri Koordinator Bidang Perekanomian
Menteri Kevangan

Badan Usaha Penerirna Penugasan

iy R

{BN )

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

{Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I
Nomor 12 Tahun 2015, tanggal 13 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menangani pengaduan ma-
syarakat, Badan Koordinasi Penanaman Modal
telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2012

,tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Ma-
syarakat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan
Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dengan adanya penugasan pejabat Ke-
menterian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Mod-
al, maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pen-
anaman Modal Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi
Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan

kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal tentang Tata Cara Penanga-
nan Pengaduan Masyarakat di Badan Koordinasi
Penanaman Modali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten-
tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamba-
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